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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

     Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi 

Penanganan Pelanggaran Reklame Tanpa Izin di Kabupaten Bojonegoro yang 

dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III 

melalui indikator komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur 

birokrasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi penanganan pelanggaran 

reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro telah dilaksanakan, namun 

pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga tujuan 

kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Hal tersebut ditunjukkan oleh masih 

ditemukannya berbagai kendala pada setiap indikator implementasi kebijakan. 

Pada indikator komunikasi, penyampaian informasi kepada aparat 

pelaksana telah berjalan melalui rapat koordinasi, APP, arahan pimpinan, serta 

penyampaian data perizinan sebelum kegiatan penertiban. Namun, komunikasi 

kepada masyarakat dan pelaku usaha belum berjalan sebagaimana mestinya 

karena belum didukung oleh sosialisasi yang dilakukan secara terstruktur dan 

berkelanjutan, sehingga informasi mengenai prosedur perizinan dan aturan 

pemasangan reklame belum diterima secara merata. 

Pada indikator sumber daya, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan 

dukungan anggaran telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan penertiban 

reklame. Akan tetapi, pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan, 

terutama pada kelengkapan alat pengaman, peralatan khusus untuk penertiban 
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reklame berisiko tinggi, serta belum adanya alokasi anggaran yang secara 

khusus diperuntukkan bagi kegiatan penertiban reklame. 

Pada indikator disposisi pelaksana, aparat Satpol PP telah menunjukkan 

komitmen, tanggung jawab, profesionalisme, dan responsivitas dalam 

melaksanakan penertiban sesuai SOP. Namun, pelaksanaan di lapangan masih 

menghadapi berbagai hambatan teknis dan sosial, seperti kondisi reklame yang 

sulit dijangkau, keterbatasan peralatan, serta adanya penolakan dari pihak yang 

melakukan pelanggaran. 

Pada indikator struktur birokrasi, pelaksanaan penanganan pelanggaran 

reklame telah didukung oleh SOP, pembagian tugas yang jelas, serta 

koordinasi antara Satpol PP, DPMPTSP, dan Bapenda. Meskipun demikian, 

pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya karena integrasi data 

status perizinan dan masa berlaku reklame antarinstansi masih belum optimal, 

sehingga proses verifikasi di lapangan belum dapat dilakukan secara cepat dan 

efektif. 

Secara keseluruhan, implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa 

izin di Kabupaten Bojonegoro belum berjalan sebagaimana mestinya. 

Meskipun kebijakan telah dilaksanakan dan didukung oleh komitmen aparat 

serta mekanisme kerja yang telah ditetapkan, masih terdapat berbagai kendala 

pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur 

birokrasi yang menyebabkan tujuan kebijakan belum sepenuhnya tercapai. 

Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi kepada masyarakat dan 

pelaku usaha, peningkatan kelengkapan sarana penertiban, serta penguatan 
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integrasi data dan koordinasi antarinstansi agar implementasi kebijakan 

penanganan pelanggaran reklame tanpa izin dapat berjalan lebih efektif. 

B. Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, perlu meningkatkan sosialisasi 

mengenai aturan pemasangan dan penertiban reklame kepada masyarakat 

serta pelaku usaha secara terstruktur dan berkala. Sosialisasi dapat 

dilakukan melalui media sosial resmi, media informasi publik, pertemuan 

dengan pelaku usaha, maupun penyampaian informasi secara langsung agar 

masyarakat memahami prosedur perizinan, lokasi pemasangan yang 

diperbolehkan, masa berlaku izin, dan konsekuensi terhadap pelanggaran.  

2. Bagi Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, perlu meningkatkan kelengkapan 

sarana dan prasarana, khususnya alat pengaman keselamatan dan peralatan 

khusus untuk menertibkan reklame yang berukuran besar, berada di tempat 

tinggi, atau berdekatan dengan jaringan listrik. Hal tersebut diperlukan 

untuk meningkatkan efektivitas penertiban sekaligus mengurangi risiko 

keselamatan petugas.  

3. Bagi Satpol PP, DPMPTSP, dan Bapenda Kabupaten Bojonegoro, perlu 

memperkuat koordinasi dan integrasi data mengenai status perizinan, masa 

berlaku, dan kewajiban pajak reklame. Data yang terintegrasi dan mudah 

diakses akan membantu petugas melakukan verifikasi secara cepat serta 

mengurangi ketergantungan pada stiker izin yang dapat rusak atau terlepas.  
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4. Bagi pelaku usaha dan masyarakat, perlu meningkatkan kepatuhan terhadap 

ketentuan pemasangan reklame dengan mengurus perizinan, 

memperhatikan masa berlaku izin, dan memasang reklame pada lokasi yang 

sesuai dengan ketentuan. Masyarakat dan pelaku usaha juga perlu aktif 

mencari informasi kepada instansi terkait sebelum melakukan pemasangan 

reklame.  

5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan dengan mengkaji 

efektivitas koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan reklame atau 

mengevaluasi sistem perizinan dan pengawasan reklame secara lebih 

mendalam. Penelitian selanjutnya juga dapat melibatkan lebih banyak 

pelaku usaha untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai 

pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan pemasangan reklame. 
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